LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR RI

PADA RESES MASA PERSIDANGAN I SIDANG 2008-2009

KE PROVINSI SULAWESI UTARA

TANGGAL 3 SAMPAI DENGAN 6 NOVEMBER 2008
A. PENDAHULUAN : 

1. Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat  Republik Indonesia Nomor : 65B/PIMP/I/2008-2009 tanggal  16 Oktober 2008  tentang  Penugasan  kepada  Anggota Komisi I s/d Komisi XI dan Badan Legislasi DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2008 – 2009. Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi  Sulawesi Utara dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi dan wewenang Dewan yakni fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan serta  untuk mengetahui secara langsung situasi dan kondisi Provinsi Sulawesi Utara saat ini yang memiliki relevansi dengan permasalahan Keamanan, Intelijen, Luar Negeri dan Informasi.

2. Mengacu Surat Keputusan tersebut diatas, Komisi I DPR RI  telah melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara dari tanggal 3 sampai dengan 6 November 2008  yang terdiri dari 10  orang Anggota Komisi I DPR RI, didukung oleh 2 orang Sekretariat Komisi I DPR RI, 1 orang Staf Pemberitaan DPR RI dan 1 orang Staf Ahli Komisi I PR RI, serta diikuti oleh perwakilan personil dari Dephan, PT. Telkom, dan PT. Pos Indonesia (daftar nama terlampir)
3. Adapun obyek-obyek yang dikunjungi yang merupakan agenda  kegiatan di Provinsi Sulawesi Utara disusun setelah dikoordinasikan dengan Perwakilan Pemda Provinsi Sulawesi Utara  di Jakarta dan koordinasi melalui pembicaraan jarak jauh dengan pejabat dari Instansi yang terkait.  
B. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 
Sulawesi Utara terletak berbatasan langsung dengan negara tetangga Philipina, serta posisi Sulawesi Utara berada di bibir pasifik yang merupakan jalur perdagangan dunia. Infrastruktur seperti Bandara Sam Ratulangi, Manado, dan Pelabuhan Bitung yang bertaraf   internasional, merupakan pintu masuk dan keluar arus penumpang, barang dan jasa dalam konteks global. Terkait dengan kondisi tersebut arus globalisasi yang merambah dunia, mempengaruhi perkembangan Sulawesi Utara. 
Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2005 mencapai sebesar 4,9%, maningkat menjadi 6,3% pada tahun 2007, serta pada semester II tahun 2008 telah mencapai 7%. DI sisi lain, Pertumbuhan sektor industri mengalami pertumbuhan yang diindikasikan dengan meningkatnya nilai ekspor, dimana pada tahun 2006 mencapai sebesar 442,46 juta US$, pada tahun 2007 meningkat mencapai 505,38 juta US$. Kinerja ekonomi makro tersebut memberikan kontribusi pada penurunan angka pengangguran dari 14,40% pada tahun 2005, pada tahun 2008 menurun menjadi 12,35%. 
Angka kemiskinan mengalami penurunan dari 10,74% pada tahun 2006 menjadi 10,10% pada tahun 2008. Angka tersebut berada di bawah angka kemiskinan nasional sebesar 17%, dan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di bagian Indonesia Timur.
Sulut memiliki 11 pulau terluar, 2 pulau (Miangas dan Marore) berbatasan dengan Philipina (Davao, General Santos, Minadanau Selatan), sementara Wilayah kepulauan/perbatasan Sulawesi Utara, terdiri dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Dalam rangka untuk memperkokoh visi NKRI  sebagai Negara Kepulauan, Provinsi Sulawesi Utara menerapkan kebijakan  strategis untuk pembangunan wilayah kepulauan yang diarahkan pada pengembangan Sistem Wilayah Pembangunan Ekonomi yang bersinergi  dan terintegrasi. Dalam kaitan ini, Sulawesi Utara dari aspek geopolitik berpotensi sebagai Pusat Distribusi perdagangan nasional, regional dan internasional, dengan pembagian :

· Manado-Bitung sebagai pusat distribution and sharing

· Belt 1 berisi hinterland nodes di dalam Sulut (misalnya: Talaud, Sangihe, Sitaro, Airmadidi, Tondano, Amurang, Kotamobagu) 

· Belt 2 berisi satelite nodes di kota-kota propinsi tetangga (mis: Ternate, Gorontalo, Balikpapan, Ambon, Sorong, Palu)

· Belt 3, berisi other major nodes di Indonesia (mis: Makassar, Surabaya, Jakarta, Bali)

· Belt 4, berisi resources nodes (mis: Kuala Lumpur, Taipei, Tokyo, Darwin, Seoul, Vancouver)

C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI :

Beberapa permasalahan umum yang dapat dilaporkan Tim sebagai hasil kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara, antara lain:

1. Meskipun potensi SDA sangat besar, tapi wilayah perbatasan terdepan Provinsi Sulawesi Utara masih dihadapkan pada kondisi kurangnya infrastruktur kesehatan dan pendidikan (terbatasnya tenaga guru, tenaga medis), terbatasnya   sarana dan prasarana  perhubungan  darat, udara dan laut (jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dll) bagi kegiatan mobilitas penumpang, barang dan jasa, serta sulitnya memasarkan hasil perikanan, dan mahal/sulitnya mendapatkan BBM dan kebutuhan pokok 

2. Aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat sangat tergantung pada kondisi alam yang sebagian besar terdiri dari lautan.  

3. Keamanan yang sangat rawan, terutama penyelundupan barang, narkoba dan psikotropika, uang palsu, senjata, jalur transit gerakan terorisme internasional, serta termasuk juga berbagai kegiatan pembuangan limbah berbahaya, illegal fishing, dan illegal trading

4. Kondisi kerawanan tersebut salah satunya disebabkan karena terbatasnya peralatan dan frekuensi patroli keamanan di laut.
5. Sehubungan dengan persiapan penyelenggaraan World Ocean Conference (WOC) pada bulan Mei 2009, Pemerintah Daerah Sulut tengah mengupayakan berbagai persiapan termasuk pembangunan berbagai sarana dan infrastruktur yang meliputi pembangunan gedung pertemuan dan fasilitas akomodasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan even internasional tersebut.

6. Pasokan listrik yang mensuplai kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara masih dihadapkan pada kendala ketidak lancaran pasokan listrik yang sering mengakibatkan frekuensi pemadaman listrik yang cukup tinggi dan tidak menentu. Kondisi tersebut dapat mengganggu kegiatan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam kaitan ini, suplai listrik yang fluktuatif tersebut dapat berpotensi mangganggu keamanan dan kelancaran penyelenggaraan WOC 2009. 
D. BIDANG PERTAHANAN
1.  KODAM VII/WIRABUANA
a. Wilayah kerja KODAM VII/WIRABUANA mencakup wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. 

b. Terkait dengan berbagai masalah keamanan yang ditemui oleh KODAM VII/WIRABUANA, meliputi:

1) Masih banyaknya anggota masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk menyerahkan senjata api, munisi, dan bahan peledak, terutama di daerah rawan konflik dan daerah pasca konflik. 

2) Banyak berbagai permasalahan yang terkait dengan pelanggaran batas wilayah laut, yang meliputi illegal fishing, dan pelintas batas secara illegal.
c. Dalam bidang pelaksanaan operasi, kegaiatn pengamanan pulau terdepan yang dilaksanakan YONIF 712/WIRATAMA dengan kekuatan 1 SSK yang merupakan operasi rutin sepanjang tahun sering kali mengalami kendala untuk melaksanakan operasi-operasi yang lain karena kesulitan dalam melakukan pergeseran pasukan yang terkendala oleh terbatasnya sarana transportasi. Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka untuk melaksanakan pengamanan pulau-pulau terdepan, KODAM VII/WIRABUANA juga masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan jumlah personel.
d. Dalam bidang teritorial, KODAM VII/WIRABUANA menghadapi kendala terbatasnya alokasi dana untuk mendukung kegiatan Bhakti TNI dan berbagai kegiatan pembinaan teritorial.
e. Dalam bidang logistik KODAM VII/WIRABUANA menghadapi keterbatasan ketersediaan jumlah munisi, dan terkait dengan masalah perumahan, masih banyaknya fasilitas perumahan yang masih ditempati oleh purnawirawan, dan masih banyaknya aset tanah TNI yang diklaim oleh pihak ketiga karena kendala tingginya biaya pembuatan sertifikat tanah.

f. Dalam hal untuk menyiasati sulitnya ketersediaan air bersih, KODAM VII/WIRABUANA berhasil memprakarsai penggunaan tekhnologi tepat guna dengan digunakannya pompa air tanpa mesin yang berhasil menghasilkan semprotan air dengan tekanan tinggi.

2. KOREM 131/SANTIAGO
a. KOREM 131/SANTIAGO adalah badan pelaksana KODAM VII/WIRABUANA sebagai subkompartemen strategis matra darat yang bersifat kewilayahan dan berkedudukan langsung di bawah Pangdam VII/WIRABUANA, dengan wilayah tugas yang mencakup Provinsi SULUT dan Provinsi Gorontalo. KOREM 131/SANTIAGO disamping melaksanakan tugas pembinaan satuan dalam rangka terpeliharanya kemampuan dan kesiapan operasional satuan, juga melaksanakan pembinaan potensi pertahanan darat, pembinaan komunikasi sosial, serta membantu POLRI dan Pemda di wilayah Sulut dan Gorontalo.

b. KOREM 131/SANTIAGO melaksanakan fungsinya, terdapat beberapa hal menonjol yang perlu untuk mendapatkan perhatian, meliputi:
1) Banyaknya kegiatan pelintas batas tradisional yang merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat Sangihe maupun Talaud yang mempunyai sanak keluarga di Philipina. Kegiatan ini sudah sering terjadi sejak lama dan berpotensi untuk dapat dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan dengan tujuan untuk menyusupkan berbagai barang ilegal yang seolah-olah berlaku seperti masyarakat Sangihe dan Masyarakat Talaud.

2) Sering ditemukannya pelintas batas ilegal dari luar wilayah Sangihe-Talaud melalui Pulau Miangas dan Pulau Marore dengan menggunakan kapal ikan, baik masuk ke wilayah Sulawesi Utara maupun masuk ke wilayah Philipina.
3) Berkaitan dengan potensi ancaman terorisme, ancaman terorisme di wilayah Sulawesi Utara terutama terkonsentrasi di daerah pesisir pantai utara dan selatan Sulawesi Utara yang rawan penyelundupan senjata dan bahan peledak oleh pelarian-pelarian teroris yang termasuk dalam DPO Poso dan Moro, Philipina.

c. Terkait dengan pembinaan personel terdapat beberapa hal menonjol yang meliputi:

a. Jumlah personel intel yang telah mengikuti pendidikan intel masih terbatas. 

b. Perlunya penambahan jumlah personel ke Komando atas, khususnya untuk mengisi kekosongan personel BABINSA yang ada.

c. Khusus untuk tahun 2008, KOREM 131/SANTIAGO melaksanakan penataran intel sehubungan dengan pelaksanaan World OCEAN Conference pada bulan Mei 2009, sehngga personel intel jajaran KOREM 131/SANTIAGO mampu melaksanakan tugas untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan WOC.

3. LANTAMAL VIII
Berdasarkan pertemuan dengan DAN LANTAMAL VIII didapati beberapa hal yang menonjol, meliputi:
a. Adanya potensi kerawanan yang meliputi potensi ancaman infiltrasi dan subversi lewat laut, terorisme di wilayah laut dan pantai, sabotase objek vital, serta pelanggaran wilayah NKRI baik oleh pesawat asing, maupun oleh kapal asing. Adapun kondisi kerawanan yang sifatnya faktual meliputi kegiatan penyelundupan, illegal logging, illegal fishing, TKI illegal, serta kecelakaan laut.
b. Terkait dengan upaya pengamanan perairan tersebut, saat ini tengah dijalankan perencanaan pemasangan 6 buah radar laut yang akan diposisikan di Pulau Bunyu, Pulau Maratua, Tolitoli, Kwandang, Manado, dan Tahuna.
Terkait dengan pengamanan wilayah pulau-pulau terdepan saat ini masih terdapat sebanyak 76 pulau terluar yang tidak berpenghuni. Kondisi keberadaan pulau-pulau tidak berpenghuni tersebut sangat rawan untuk dimanfaatkan sebagai tempat transit, persembunyian maupun penyimpanan dukungan logistik bagi kelompok-kelompok terorist, serta persinggahan bagi para nelayan asing yang akan masuk dan keluar dari wilayah NKRI secara illegal. Terkait dengan hal tersebut, jalur lintas tradisional RI-Malaysia rawan terhadap kegiatan penyelundupan bahan peledak, dan illegal logging. Sementara itu, daerah perbatasan RI-Philipina juga memiliki kerawanan untuk digunakan sebagai jalur pelintasan kelompok radikal dan ilegal fishing.

c. Terkait dengan bidang operasi, kegiatan pengamanan dan operasi patroli pulau-pulau terdepan masih dihadapkan pada keterbatasan sarana KRI serta ketersediaan bahan bakar bagi operasional kapal-kapal tersebut.

d. Terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan, TNI AL masih dihadapkan pada keterbatasan kemampuan FASHARKAN, baik meliputi sarana dan prasarana, maupun ketersediaan tenaga ahli dalam jumlah yang memadai dan dengan kemampuan yang memadai.

e. Terkait dengan pengelolaan aset tanah negara yang digunakan oleh TNI-AL, masih banyak terjadi penyerobotan tanah TNI-AL oleh masyarakat.
4. PANGKALAN TNI AU SAM RATULANGI
Secara umum, kondisi Propinsi Sulawesi Utara adalah Propinsi yang berbatasan langsung dengan negara lain (Philipina) yang sampai saat ini masih terjalin hubungan yang kondusif baik dalam urusan pemerintahan maupun kehidupan kemasyarakatannya, namun perlu diantisipasi dengan adanya pengikut kelompok radikal Abu Sayaf di daerah sekitar Filipina yang sewaktu-waktu dapat melakukan kegiatan provokasi maupun sabotase. Bentuk-bentuk kegiatan dari luar yang perlu diantisipasi adalah :

a. Infiltrasi dan Subversi.

b. Golongan radikal dan simpatisannya.

c. Golongan yang tidak puas terhadap Pemerintah RI.

d. Pesawat terbang yang belum dapat diketahui identitasnya.

e. Ilegal Fishing, Ilegal Logging, Human Trafficking, Money Loundry.

f. Penyelundupan senjata & obat terlarang 

g. Kapal nelayan, Fuso, Motor Boat yang dipersenjatai 

Adapun kondisi dan keadaan yang perlu untuk mendapatkan perhatian terkait bidang operasi, personel, dan logistik, meliputi:

a. Keterbatasan sarana dan pendukung kegiatan operasi yang meliputi ketersediaan pesawat tempur, dan lapangan terbang.

b. Kurangnya jumlah personel yang mengakibatkan banyaknya jabatan rangkap dalam jajaran Pangkalan TNI AU SAM RATULANGI.
c. Terkait dengan sarana lapangan terbang, sampai dengan saat ini masih meminjam sarana bandara SAM RATULANGI dimana harus perkoordinasi dengan PT ANGKASA PURA I (PAP I). DI saat yang sama , saat ini tengah diupayakan pembangunan lapangan terbang TNI AU yang masih dalam tahap pembebasan tanah.

d. Terkait dengan pengamanan pulau tedepan, diperlukan adanya pembangunan Air Strip di Pulau Marore dan Pulau Miangas sebagai pulau-pulau terdepan dimana pembanguna Air Strip tersebut sampai sekarang masih baru sampai pada tahap perencanaan, serta diperlukannya adanya radar pertahanan udara yang memadai yang sedianya ditempatkan di Kepulauan Talaud.

5. DODIK SECATA

Secara umum, kondisi Komando Pendidikan Sekolah Calon Tamtama yang berada di bawah KODAM VII/WIRABUANA memerlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi penyediaan daerah latihan yang tetap mengingat sampai dengan saat ini DODIK SECATA dalam melaksanakan kegiatan pendidikan masih menggunakan daerah lahan yang dipinjam dari tanah penduduk dan tanah Pemda, serta berbagai dukungan infrastruktur yang meliputi barak-barak tempat tinggal para siswa.

6. INTELIJEN
Berdasarkan pertemuan dengan KaPosWil BIN, pada tanggal 30 Juli 2008 diperoleh keterangan sebagai berikut:

a. Posisi geografi wilayah Sulawesi Utara sangat rawan sebagai ajang lintasan dan penyelaman bagi kelompok-kelompok teroris, sehingga sangat mungkin wilayah Sulut dijadikan salah satu daerah bagi pergerakan dan aktifitas kelompok-kelompok tersebut.
b. Secara umum, kecenderungan ancaman di wilayah Sulawesi Utara, meliputi:

1) Kejahatan Transnasional serta berbagai tindak kejahatan di wilayah perbatasan.
2) Pencurian hasil laut

3) Penyelundupan Senjata Api dan Bahan Peledak.

4) Illegal Logging

5) Embrio Separatisme

6) DPO pelaku terorisme JI maupun pelaku kasus Poso

7) Kegiatan Subversi dan infiltrasi pihak asing

8) Kebutuhan Sumber Energi

9) Bencana Alam

10) Ketahanan Nasional

c. Dalam bidang idologi, terdapat adanya indikasi keberadaan kegiatan kelompok radikal kanan yang saat ini sedang dalam tahap pendalaman.
d. Terkait dengan kegiatan separatisme, terdapat indikasi gerakan separatisme yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa asal Papua yang berdomisili di wilayah Sulawesi Utara, dan adanya wacana Gerakan Minahasa Merdeka (GMM) yang tercetus sejak 2006 lalu. Walaupun secara implisit GMM tidak menunjukkan aktifitas yang berarti, namun kegiatan tersebut tetap perlu untuk diwaspadai.

e. Konflik sosial sering dipicu oleh kondisi yang sedang berlaku secara umum atau menasional, namun tidak akan terjadi di wilayah Sulawesi Utara sepanjang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan hidup masyarakat. Figur kharismatik para tokoh dalam masyarakat sangat berpotensi sebagai pemicu sekaligus peredam potensi konflik yang akan muncul.

f. Dalam hal kehidupan dan kerukunan antar umat beragama secara umum, kerukunan hidup beragama di wilayah Sulawesi Utara sangat tinggi.
g. Berkaitan dengan pemekarang wilayah dan Otonomi Daerah, muncul adanya permasalahan yang menyangkut batas wilayah antar daerah, berikut masalah pembagian dan perebutan Sumber Daya Alam maupun potensi wilayah yang ada, dan kesemuanya berpotensi untuk terjadinya konflik.

E. BIDANG INFORMATIKA

Dalam pertemuan Komisi I DPR-RI dengan mitra kerja, PT. Pos Indonesia, LPP RRI, LPP TVRI, Balai Monitor Sprektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, PRSSNI, dan KPID.
1. PT POS INDONESIA

Belum lama ini, PT Pos Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sangihe dan Pemkab Talaud telah bekerja sama dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Dalam upaya untuk mendukung kegiatan penyaluran BLT, PT Pos Indonesia mengerahkan 45 unit Kantor Pos yang tersebar di seluruh kecamatan. Adapun permasalahan utama PT Pos Indonesia Manado dalam melaksanakan tugasnya adalah karena kurangnya jumlah personel PT.Pos Indonesia yang tersebar di wilayah kerja terkait.
2. LPP RRI


Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh LPP RRI Manado adalah karena kurangnya sarana dan prasarana instalasi penyiaran, yang meliputi:

a. Terbatasanya kekuatan pemancar di Pulau Miangas dengan kekuatan pemancar FM 100 Watt. Dalam upaya untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI, perlu adanya peningkatan kekuatan pemancar tersebut, agar masyarakat Indonesia yang ada di wilayah pulau terdepan dapat memperoleh informasi yang memadai. Penambahan kekuatan pemancar tersebut perlu untuk dilakukan khususnya bagi fasilitas pemancar di Pulau Miangas dan Kepulauan Talaud. Adapun sebagai akibat dari terbatasnya kemampuan fasilitas pemancar tersebut mengakibatkan banyaknya blank spot area yang tidak terjangkau oleh pemancar RRI.

b. Terkait dengan kemampuan SDM, sampai dengan saat ini tidak ada ada kegiatan rekrutment baik untuk menambah jumlah personel maupun untuk mengganti personel yang sudah pensiun.
3. LPP TVRI

a. LPP TVRI Manado dalam pelaksanaan tugasnya terhambat oleh karena peralatan yang sudah tua yang mengurangi kualitas dari penggunaan peralatan tersebut. Untuk kebutuhan pemancar, dari 10 pemancar yang ada di Sulawesi Utara, hanya 5 pemancar saja yang masih dapat digunakan untuk on air, sementara pemancar yang terletat di Kepulauan Talaud hanya berkekuatan 200 Watt. Kondisi ini menyulitkan bagi masyarakat Indonesi yang ada di wilayah perbatasan untuk dapat memperoleh berbagai informasi aktual. Terkait dengan kebutuhan penyediaan pemancar, belum lama ini ada rencana bantuan pemancar dari pemerintah Spanyol.
b. Dalam pelaksanaan operasionalnya, LPP TVRI Manado mengalami keterbatasan dana, dimana dalam menghadapi keterbatasan dana tersebut LPP TVRI sejak bulan Januari mendapatkan bantuan sebesar 150 juta rupiah dari pihak Pemda dan KPID.

c. Dalam hal pengembangan SDM, sampai dengan saat ini dalam jajaran LPP TVRI Manado tidak ada rekrutmen untuk upaya penambahan jumlah personel maupun untuk mengganti personel yang sudah pensiun.

d. Terkait dengan ketersediaan aset tanah, sampai dengan saat ini status tanah yang digunakan oleh LPP TVRI masih belum jelas. 
4. BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, Manado, menyatakan perlunya kebutuhan pengadaan alat deteksi mobile pemancar radio untuk menunjang kelancaran kegiatan monitoring frekuensi di wilayah kerja wilayah yang bersangkutan.

5. PRSSNI
Wilayah kerja PRSSNI Sulawesi Utara memiliki wilayah kerja yang mencakup wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo yang beranggotakan 17 orang, dimana 17 orang berdomisili di Sulawesi Utara dan  2 anggota berdomisili di Gorontalo. Adapun permasalahan menonjol yang dihadapi, meliputi:

1. Pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk tower, mengingat tidak semua daerah memiliki Perda tentang IMB. Disamping itu, proses pengajuan ijin IMB tersebut tidak mudah.

2. Terkait dengan penggunaan kanal, perlu adanya penertiban penggunaan kanal yang harus secara konsisten diikuti dan diikuti oleh semua pihak terkait, mangingat dampak dari tidak tertibnya penggunaan kanal tersebut mengakibatkan stasiun swasta lokal tidak memiliki atau kesulitan dalam memiliki akses.

6. KPID

Dari pertemuan dengan KPID Sulawesi Utara didapati beberapa permasalahan yang menonjol, yaitu:

1. Masih sulitnya proses perijinan yang harus dihadapi.

2. Adanya masalah kesulitan anggaran mengingat ada beberapa daerah yang tidak dapat mengalokasikan dana bagi KPID.

7. PT. TELKOM

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, PT Telkom tengah mengupayakan penambahan jumlah BTS untuk mendukung peningkatan penggunaan telepon wireless. Terkait dengan pelaksanaan WOC, Mei 2009, untuk mendukung suksesnya WOC, PT Telkom selain mengupayakan penambahan jumlah BTS untuk jaringan wireless, juga berupaya untuk menambah jumlah hot spot Wifi yang tersedia di Sulawesi Utara.
F. PERSIAPAN PELAKSANAAN WORLD OCEAN CONFERENCE (WOC) 2009
Dalam rangka persipan untuk pelaksanaan World Ocean Conference yang merupakan event internasional yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2009, Pemerintah Daerah tengah melakukan berbagai persiapan untuk mendukung sukesnya pelaksanaan acara tersebut. Dalam upaya untuk mendukung pelaksanaan WOC Pemda melaksanakan proyek pembangunan Convention Hall yang saat ini tengah dalam proses pembangunan. Disamping itu, Pemda juga tengah melakukan berbagai upaya untuk membangun fasilitas penyediaan listrik, serta peningkatan ketersediaan fasilitas air bersih yang nantinya ditujukan tidak hanya bagi kelancaran pelaksanaan WOC tetapi juga bagi kelancaran kebutuhan sehari-hari masyarakat Sulawesi Utara.

G. KESIMPULAN & REKOMENDASI

1. Mengingat akan kondisi geografis wilayah Sulawesi Utara yang terdiri dari wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan wilayah Philippina, sementara di sisi lain kondisi kepulauan tersebut menyebabkan berbagai potensi kerawanan keamanan yang dapat mengganggu tidak hanya keamanan Provinsi Sulut dan juga keamanan nasional, khusunya terkait dengan keutuhan NKRI dan pelanggaran atas batas wilayah RI, penjagaan dan pengawasan wilayah perairan yang berbatasan dengan wilayah negara tetangga berikut seluruh kepulauan yang ada perlu untuk mendapat perhatian yang serius dari pemerintah untuk segera ditingkatkan.

2. Sejalan dengan upaya pengawasan dan penjagaan wilayah pulau-pulau terdepan, perlu untuk ditingkatkan ketersediaan berbagai sarana dan prasarana mobilitas akses menuju pulau-pulau terdepan tersebut. Rencana pembangunan air strip di Pulau Marore dan Pulau Miangas perlu untuk mendapat dukungan agar segera terealisasi.

3. Upaya pengamanan dan penjagaan pulau-pulau terdepan perlu untuk dibarengi dengan upaya pengelolaan wilayah perbatasan yang memadai. Banyaknya pulau-pulau berpenghuni menyebabkan pulau-pulau tersebut rawan untuk digunakan dengan tujuan mengganggu keamanan dan kedaulatan NKRI. Untuk itu, perlu kiranya segera dipikirkan oleh pemerintah untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana dasar, seperti listrik dan air bersih, yang memungkinkan bagi penduduku untuk hidup di daerah tersebut, serta bagi kondusi kondusif kehidupan perekonomian di daerah tersebut.

4. Terkait dengan pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, pemerintah perlu untuk memperhatikan masalah kemudahan akses bagi masyarakat wilayah perbatasan untuk memperoleh informasi yang memadai. Untuk itu, kualitas dan jangkauan siaran oleh RRI dan TVRI perlu untuk ditingkatkan. Upaya tersebut juga akan berdampak positif terhadap terpeliharanya nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan.

5. Dukungan bagi kelancaran operasional dan kesiapan TNI yang juga meliputi dukungan sarana-prasarana, kesejahteraan, dan logistik perlu untuk segera ditingkatkan dalam rangka untuk menjaga keamanan wilayah perbatasan dan wilayah perairan, serta untuk menjaga keutuhan NKRI.

6. Dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran kehidupan sehari-hari masyarakat Sulawesi Utara, serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan WOC, kelancaran pasokan listrik yang memadai perlu untuk segera ditingkatkan.

7. Terkait masalah status pertanahan di Pangkalan Udara Sam Ratulangi, Manado, saat ini masih ada hal penting yang perlu mendapatkan sorotan. Lanud Sam Ratulangi dalam penggunaan landas pacu masih menggunakan secara bersama-sama dengan pihak Angkasa Pura. Dalam prakteknya penggunaan landas pacu oleh pihak Lanud sering dikalahkan oleh kepentingan penerbangan sipil yang dikelola oleh Angkasa Pura. Hal ini perlu untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah agar tidak menganggu kegiatan dan fungsi pertahanan yang dilaksanakan oleh TNI AU.    
H.
PENUTUP

Demikian laporan Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi  Sulawesi Utara dalam Reses Masa Persidangan I Tahun 2008 - 2009. Laporan tersebut menjadi bahan masukan bagi Pemerintah di bidang Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri dan Informasi di dalam menentukan arah kebijakan Pembangunan Nasional.  

Jakarta,   Desember 2008
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